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Abstrak: Good governance sebagai bentuk pemerintahan yang 
mengidealkan hubungan antara government sector, private sector dan civil 
society dibangun diatas prinsip partisipasi, supremasi hukum, 
transparansi, kepedulian terhadap stakeholder, mengkedepankan 
konsensus, mengutamakan kesederajatan, menitikberatkan prinsip 
efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas pemerintahan dan visi yang strategis. 
Sehingga pada hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik 
adalah pelayanan kepada masyarakat. 
 
Kata Kunci : Hakekat, Penyelengaraan, Pemerintahan Yang Baik 
 
PENDAHULUAN 
Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945, 
apabila dicermati teks formalnya memang tidak ada satu Pasal pun yang 
menyebut-nyebut “prinsip-prinsip pemerintahan yang baik” apalagi kata-
kata “good governance”. Kendatipun demikian, bukan berarti UUD NRI 
Tahun 1945 dalam pasal-pasalnya tidak memberikan panduan bagaimana 
seyogyanya pemerintahan itu dijalankan secara baik (good). Perlu sekali 
lagi ditegaskan bahwa, UUD 1945 substansinya/isinya adalah asas-asas 
umum, yang dirumuskan dalam bahasa asas umum dan bahasa moral ( 
Rahardjo, 2007:2). Ia, misalnya tidak akan mengatakan bahwa, 
“pemerintahan harus dilaksanakan menurut prinsip-prinsip good 
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governance”, melainkan cukup “Presiden Republik Indonesia memegang 
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.   
Pemerintahan yang baik merupakan issue yang paling mengemuka 
dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Tuntutan gencar yang 
dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan 
penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan 
meningkatnya tingkat pengatahuan masyarakat di samping adanya 
pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan 
tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh 
karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya 
direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan 
terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik 
Secara praktis usaha mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik tidak lain dari pemerintahan yang bersih, untuk memberikan 
kemudahan dan berbagai jaminan bagi rakyat banyak. Dan mengingat 
sentuhan langsung kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik tidak lain dari upaya pembaharuan sistem administrasi negara 
(birokrasi) dan tata cara penegakan hukum.   
Di Indonesia pemerintah mempunyai kecenderungan untuk bertindak 
sebagai penguasa daripada pelayan. melihat buruknya pelayanan publik 
dari birokrasi, sebenarnya hal ini berawal dari pemahaman semantik yang 
bias tersebut. Pelayanan yang dipanjang-panjangkan atau bertele-tele 
(birokratisasi), bukan hanya memperlambat, tetapi menjadi suatu fungsi 
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“komersial”, karena melahirkan sistem “uang pelicin” yang merupakan 
hadiah dari suatu bentuk suap. Hal serupa terjadi pada penegakkan 
hukum, di mana keadilan ditentukan oleh kemampuan tawar-menawar 
menurut hukum tawar menawar. 
Adanya ketidakmampuan birokrasi publik dalam 
mempertanggungjawabkan sikap, perilaku dan kebijakannya kepada 
publik baik dilihat dari perspektif tanggungjawaban subjektif, 
tanggungjawab objektif dan responsivitas, yang menjadikan tidak saja 
kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang 
menjadi jelek, tapi juga masyarakat menjadi tidak puas atas layanan yang 
diberikan dan akibat lebih lanjut masyarakat menjadi tidak percaya lagi 
kepada pemerintahan kendatipun telah melalui mekanisme yang 
legitamate, tidak banyak artinya di mata publik. 
Sementara itu, birokrat menjadi sulit dikontrol, karena birokrat 
memiliki sumber daya lebih yang menjadikan mereka dalam posisi 
favaorable, ketimbang pihak yang melakukan kontrol. Kontrol birokrasi 
merupakan aktivitas penting dalam manajemen pemerintahan mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kontrol bukan hanya 
dimaksudkan mencari kesalahan, tetapi untuk menemukan penyimpangan 
atas pelaksanaan suatu pekerjaan, sehingga bisa dialkukan tindakan 
korektif. 
Adanya berbagai fenomena tersebut, diduga ada konsep dan prinsip 
pemerintahan yang baik serta kecenderungan terdapat hakikat 
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penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang belum dipahami, sehingga 
penulis melakukan pengkajian lebih jauh. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Pengertian Good Governance 
Good Governance berasal dari induk bahasa Eropa, yaitu latin, yaitu 
gubernare yang diserap oleh bahasa inggris menjadi govern, yang berarti 
steer  (menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule 
(memerintah). Penggunaan utama dalam istilah ini adalah memerintah 
dengan kewenangan. 
Government dengan demikian identik dengan “pengelola” atau 
“pengurus” dengan makna spesifik pengelola atau pengurus negara. 
Dengan segala keterbatasannya, bahasa Indonesia yang berasal dari 
bahasa melayu, governent mempunyai terjemahan baku sebagai 
“pemerintah” yang berasal dari kata “perintah” yang secara etimologis 
bermakna “pemberi perintah”. Meskipun Kamus Besar Bahasa Indonesia 
juga menerjemahkan “pengurus” atau “pengelola”, namun pemahaman 
dasar semantik mengajarkan bahwa pemerintah adalah tukang 
memerintah. 
 Kata sifat dari govern adalah governance yang diartikan sebagai 
tindakan (melaksanakan) tata cara pengendalian. Sementara itu governing 
berarti mengatur atas nama kewenangan. Pelaksanaya disebut sebagai 
government yang selain mempunyai makna luas sebagai pelaksana 
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kewenangan, namun juga mempunyai arti sempit sebagai pelaksana 
pengaturan dan pengarahan urusan-urusan negara. Government dengan 
demikian identik dengan “pengelola” atau “pengurus” dengan makana 
spesifik pengelola atau pengurus negara. Dengan segala keterbatasannya 
bahasa Indonesia, government  mempunyai terjemahan baku sebagai 
“pemerintah” yang berasal dari kata “perintah” yang secara etimologis 
bermakna “pemberi perintah”. Meskipun Kamus Besar Bahasa Indonesia 
juga menerjemahkan sebagai pemerintah sebagai pengelola atau 
pengurus, namun pemahaman dasar semantik mengajarkan bahwa 
pemerintah adalah “tukang memerintah”. 
World Bank (dalam Harkristuti Hakrisnowo, 2003:3) merumuskan 
konsep governance sebagai ”….the manner in which power is exercised in 
the management of a country’s economic and social resource for 
development…”. Konsep good governance kemudian oleh berbagai 
penulis didefinisikan/dikembangkan menurut sudut pandang masing-
masing, sehingga menimbulkan suatu ‘a rather confusing variety of 
catchword, sebagai suatu konsep yang ‘has come to mean too many 
different things. Kendatipun demikian, pada pokoknya ada suatu 
kesamaan, atau common denominator dalam semua definisi tentang good 
governance itu, yakni pembangunan haruslah “…. to a great extent rely on 
good administrative and law processes, within which each country must 
find its own pragmatic consensus between the various development 
goals…”  
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Lebih lanjut World Bank (dalam Mardiasmo, 2002:18). 
mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan 
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan 
dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah 
alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik 
maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan 
legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.  
Selanjutnya UNDP (dalam Loina Lalolo Krina, 2003:5) 
menerjemahkan  governance, sebagai tata pemerintahan, adalah 
penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola 
urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup 
seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan 
kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, 
menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani 
perbedaan-perbedaan diantara mereka. dijelaskan bahwa dalam 
terminologi  governance,  tercakup juga seperangkat mekanisme tentang 
sumber daya ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya dan modal-modal 
sosial lain dikelola secara simultan, rasional dengan prasarat keterlibatan 
aktif sektor pemerintah mapun non pemerintah.  
Gunawan Sumodiningrat (1999:251) Menyatakan bahwa good governance 
adalah pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan good 
governance, pemerintahan perlu didesentralisasikan dan sejalan dengan 
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kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, 
kolusi dan nepotisme.  
Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan governance 
adalah proses penyelenggaran kekuasaan negara adalam melaksanakan 
penyediaan public goods and services. Lebih lanjut LAN menegaskan 
dilihat dari segi funcional aspect, governance dapat ditinjau dari apakah 
pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya 
mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. 
 
Konsep dan Prinsip-Prinsip Good Governance 
Menurut Bappenas (2002:2-5)  Konsep Tata Pemerintahan yang Baik 
memiliki 14 (empat belas) karakteristik sebagai berikut: 1) Prinsip tata 
pemerintahan yang berwawasan ke depan ; 2) Prinsip tata pemerintahan 
yang bersifat terbuka; 3) Prinsip tata pemerintahan yang cepat tanggap; 4) 
prinsip tata pemerintahan yang akuntabel; 5) Prinsip tata pemerintahan 
yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi; 6) Prinsip tata 
pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara 
efisien dan efektif ; 7) Prinsip tata pemerintahan yang terdesentralisasi; 8) 
Prinsip tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada 
consensus; 9) Prinsip tata pemerintahan yang mendorong partisipasi 
masyarakat; 10)  prinsip tata pemerintahan yang mendorong kemitraan 
dengan swasta dan masyarakat; 11) Tata pemerintahan yang menjunjung 
supremasi hukum; 12) Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada 
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pengurangan Kesenjangan; 13) Prinsip tata pemerintahan yang memiliki 
komitmen pada pasar; 14) Prinsip tata pemerintahan yang memiliki 
komitmen pada lingkungan hidup. 
Good governance memiliki delapan prinsip utama, yaitu 
participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, 
effective and efficient, equitable and inclusive and follows the rule of law. 
(www.unescap.org, diakses pada 18 Desember 2011).  
a. Participatory.  
Partisipasi menjadi salah satu prinsip good governance. 
Keterlibatan masyarakat di sini juga tidak hanya pada proses agenda 
setting, tetapi juga pada tahap formulating dan eksekusi sebuah 
kebijakan publik. Apalagi jika issu yang dibahas adalah mengenai 
potensi daerah, maka sudah barang tentu masyarakat harus dilibatkan 
karena potensi daerah tersebut adalah milik masyarakat juga. 
Pemerintah sebenarnya bahkan harus melibatkan masyarakat 
mengingat masyarakatlah yang bersinggungan langsung dengan 
potensi daerah itu sendiri.  
Jadi masyarakatlah yang tahu benar apa yang harus dilakukan 
dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi tersebut. Sudut 
pandang pemerintah daerah, masyarakat, akademisi dan pelaku 
budaya sebagai para pemilik potensi daerah pun tentu berbeda-beda. 
Pelibatan masing-masing stakeholder ini tentu dapat memperkaya 
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input pemikiran sebelum nantinya menghasilkan putusan output yang 
tepat guna.  
b. Consensus Oriented.  
Berfokus pada consensus. Jadi good governance lebih 
menekankan pada kesepakatan bersama yang mengatur kepentingan 
bersama pula. Pemerintah harus lebih memikirkan hal yang 
menyangkut kepentingan yang lebih luas. Pemerintah Daerah tentu 
tidak dibenarkan melakukan tindakan dengan alasan untuk mendapat 
keuntungan bagi pemerintah saja. Pemerintah Daerah juga harus 
memikirkan nasip masyarakat secara umum. Untuk itu pemerintah 
tetap harus melakukan prinsip yang pertama, yaitu melibatkan 
masyarakat umum.  
c. Accountable.  
Dapat dipertanggungjawabkan. Apa yang dilakukan oleh 
Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 
Jika Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan prinsip yang kedua, 
berorientasi pada kepentingan yang lebih luas, maka ia dapat dengan 
mudah mempertanggungjawabkan setiap tindakannya kepada 
masyarakat. Jika pemerintah memikirkan prinsip ini maka tentu tindak 
KKN tidak akan ditemukan di Kabupaten Banyumas.  
d. Transparent.  
Transparansi. Kejujuran atau transparansi dalam pemerintahan 
adalah suatu hal yang seharusnya terjadi. Namun pada kenyataannya 
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masih belum banyak tindakan pemerintah yang mencerminkan prinsip 
ini. Masyarakat seringkali dibuat kaget oleh rindakan pemerintah yang 
secara tiba-tiba melakukan sebuah kebijakan tanpa ada proses public 
hearing atau tindakan lain. Meski mengambil sebuah tindakan 
pemerintahan adalah merupakan hak pemerintah, tetapi masyarakat 
juga memiliki hak untuk setidaknya mendapat informasi tentang hal-hal 
yang akan ditindak tersebut.  
e. Responsive.  
Responsif. Pemerintah dituntut untuk dapat dengan cepat 
menanggapi permasalahan atau apapun yang muncul dari stakeholder. 
Prinsip responsif ini bermanfaat untuk cepat menyelesaikan sesuatu 
hal sehingga masalah tersebut tidak berlarut-larut atau bahkan 
tertunda-tunda dan pada akhirnya akan menjadi sebuah gunung es 
yang bisa merusak hubungan antara pemerintah daerah dengan 
stakeholdernya.  
f. Effective and Efficient.  
Setiap hal yang dilakukan oleh pemerintah harus efektif dan 
efisien sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya.  
g. Equitable.  
Kesamaan. Jadi setiap masyarakat memiliki kesempatan yang 
sama untuk menjadi sejahtera. Pemerintah tidak bisa bersikap tidak 
adil dengan lebih mengutamakan skepentingan atau keuntungan satu 
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pihak saja. Setiap masyarakat memiliki hak dan keinginan yang sama 
untuk sejahtera tanpa memikirkan latar belakang social ekonominya.  
h. Inclusive and Follows The Rule Of Law.  
Mengikuti aturan hukum. Setiap tindakan pemerintah harus 
memiliki dasar hukum sehingga pemerintah tidak dapat sembarangan 
melakukan suatu hal. Penegakan hukum juga harus dilakukan tanpa 
pandang bulu. Hukum tidak hanya diberlakukan bagi masyarakat tapi 
juga pada pemerintah. Apabila pemerintah daerah melakukan suatu 
hal yang tidak benar dan melanggar hukum maka ia juga bisa ditindak 
sesuai hukum yang berlaku.  
Prinsip-prinsip good governance tersebut, menjadi lebih bermakna 
dari sisi pelaksanaan tugas/fungsi kepemerintahan, masyarakat dan 
swasta manakala keberadaannya ditopang oleh antar aktor yang berelasi 
secara sederajat sesuai dengan kapasitas masing-masing (Masyarakat 
Transparansi Indonesia, 2008:3 http://www.transparansi.or.id. Akses 5-09-
2008).seperti tersebut dibawah ini:  
1. Negara/ state actor haruslah berperan: a) Menciptakan kondisi politik, 
ekonomi dan sosial yang stabil; b) Membuat peraturan yang efektif dan 
berkeadilan; c) Menyediakan public service yang efektif dan 
accountable; d) Menegakkan HAM; e) Melindungi lingkungan hidup; 
serta f) Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik. 
2. Sektor Swasta/non state actor haruslah mengambil peran: a) 
Menjalankan industri; b)  Menciptakan lapangan kerja; c) Menyediakan 
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insentif bagi karyawan; d) Meningkatkan standar hidup masyarakat; e) 
Memelihara lingkungan hidup; f) Mentaati peraturan; g) Transfer ilmu 
pengetahuan dan tehnologi kepada masyarakat; h) Menyediakan kredit 
bagi pengembangan UKM. 
3. Masyarakat Madani/civil society haruslah juga berperan: a) Menjaga 
agar hak-hak masyarakat terlindungi; b) Mempengaruhi kebijakan 
publik; c) Sebagai sarana cheks and balances pemerintah; d) 
Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah; e) 
Mengembangkan SDM; f)  Sarana berkomunikasi antar anggota 
masyarakat. 
 
Asas-Asas Umum Good Governance 
Menurut UU No.28 Tahun 1999 Pasal 3, Asas-asas Umum 
Pemerintahan yang Baik, meliputi : 
1. Asas Kepastian Hukum 
Dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan 
perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan 
Penyelenggara Negara. Asas ini juga menghendaki adanya stabilitas 
hukum sehingga tidak menimbulkan citra negatif yang akhirnya dapat 
menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. 
2. Asas Tertib Penyelenggara Pemerintah 
Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan 
keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara. Asas ini 
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menghendaki agar setiap kebijakan dan/atau keputusan yang diambil 
pemerintah (pejabat negara), harus mempunyai dasar atau alasan 
yang jelas, benar serta adil dan sesuai prosedur yang ada di dalam 
UU.  
3. Asas Kepentingan Umum 
Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang 
aspiratif, akomodatif, dan selektif.  
4. Asas Keterbukaan 
Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 
informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang 
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan 
atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 
5. Asas Proposionalitas 
Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 
Penyelenggara Negara dan warga negara dalam segala aspeknya. 
6. Asas Profesionalitas 
Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
7. Asas Akuntabilitas 
Asas yang menentukaan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari 
kegiatan Penyeleggaran Negara harus dapat dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan 
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tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Hakekat Good Governance  
Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada 
masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi 
untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang 
memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan 
dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Paradigma 
penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergesaran dari paradigma 
rule government menjadi good governance. Pemerintah dalam 
menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik 
tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah atau negara saja, tapi 
harus melibatkan seluruh elemen, baik didalam intern birokrasi maupun di 
luar birokrasi publik (masyarakat). 
Kepemerintahan yang baik menuntut keterlibatan seluruh elemen 
yang ada di dalam masyarakat, segera bisa diwujudkan manakala 
pemerintah didekatkan dengan yang diperintah. Pemerintah yang 
didekatkan dengan yang diperintah berarti desentralisasi atau otonomi 
daerah. 
Pemerintah yang didekatkan dengan yang diperintah (rakyat) akan 
dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan 
dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karennya 
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kebijakan yang dibuat akan dapat mencerminkan kepentingan dan 
aspirasi rakyat yang dilayaninya.  
Hal ini dapat dilihat dalam pemerintah lokal dimana lebih mampu 
memberikan bentuk pemerintahan dalam mana rakyat dari kelompok-
kelompok non produsen dapat lebih mudah berpartisipasi. Hal ini 
disebabkan karena kewenagan yang menyendarkan pada pemilih lokal 
bisa jadi dapat menjamin bahwa kebijakan lokal mencerminkan apa yang 
menjadi tuntutan lokal, dikarenakan mereka sering melakukan kontak 
(hubungan) dengan masyarakat lokal, sehingga mereka ketahui bahwa 
apa yang menjadi masalah, tuntutan dan keinginan dan aspirasi 
masyarakat lokal dan membawanya ke dalam proses pembuatan 
kebijakan. 
Unsur utama yang dilibatkan dalam penyelenggaraan 
kepemerintahan menurut UNDP terdiri dari tiga macam yaitu, the state 
(negara), the private sector (swasta), dan civil society organizations 
(masyarakat). 
1. The State        
Di antara tugas terpenting negara pada masa ke depan yang 
diciptakan oleh lingkungan politik adalah mewujudkan pembangunan 
manusia yang berkelanjutan dengan mendifiniskan peran 
pemerintahan dalam mengintegrasikan sosial, ekonomi dan melindungi 
lingkungan, melindungi kerentanan dalam masyarakat, menciptakan 
komitmen politik mengenai restrukrisasi ekonomi, sosial dan politik, 
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menyediakan infrastruktur, desentarlisasi dan demokratisasi 
pemerintah, memperkuat finansial dan kapasitas administratif 
pemerintah lokal, kota dan metropolitan. 
Institusi pemerintah akan memiliki peran penting dalam 
melindungi lingkungan, memelihara harmonisasi sosial, ketertiban dan 
keamanan, stabilitas kondisi makro ekonomi, meningkatkan 
penerimaan keuangan dan meyediakan pelayanan publik dan 
infrastruktur yang esensial, memelihara standar keselamatan dan 
kesehatan masyarakat dengan biaya yang dapat dijangkau, mengatur 
aktifitas ekonomi atau yang dapat mempengaruhi kesehjtraan umum 
bagi warga negara. 
Institusi pemerintah juga perlu memberdayakan rakyat. Mereka 
dikehendaki memberikan layanan menyediakan kesempatan yang 
sama dan mejamin inklusifitas sosial, ekonomi dan politik. 
Pemberdayaan hanya dapat terjadi dalam suatu lingkungan institusi 
yang kondusif yang terdiri dari sistem legislasi dan proses pemilihan 
yang tepat, legal dan yudisial. 
2. The Private Sector       
Pasar dan sektor swasta jelas telah memainkan peran penting 
dalam pembangunan dengan menggunakan pendekatan pasar. 
Pendekatan pasar untuk pembangunan ekonomi berkaitan dengan 
penciptaan kondisi di mana produksi barang dan jasa berjalan dengan 
baik dengan dukungan dari lingkungan yang mapan untuk melakukan 
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aktivitas sektor swasta dan dalam suatu bingkai kerja secara ekonomi 
dan organisasi yang memiliki kinerja baik. 
3. Civil Society Organizations   
Terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan bukan 
hanya tergantung pada negara yang yang mampu memerintah dengan 
baik dan sektor swasta yang mampu menyediakan pekerjaan dan 
pengahasilan, tetapi juga tergantung pada organisasi masyarakat sipil 
yang memfasilitasi interakasi sosial dan politik yang memobalisasi 
berbagai di dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktifitas sosial, 
ekonomi, dan politik.  
Sektor Negara sebagai salah satu unsur governance, di dalamnya 
termasuk lembaga-lemabaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. 
Sektor swasta meliputi perusahaan-perusahaan  swasta yang bergerak 
diberbagai bidang dan sumber informal lain di pasar. Sektor swasta 
dibedakan dengan masyarakat, karena sektor swasta mempunyai 
pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan sosial, politik, dan ekonomi yang 
dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan 
perusahaan-perusahaan itu sendiri. Sedangkan sektor masyarakat terdiri 
dari individu atau kelompok (baik terorganisasi atau tidak) yang 
berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi dengan aturan formal 
maupun tidak formal. Socitey merupakan lembaga swadaya masyarakat, 
organisasi profesi dan lain-lain. 
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Good dalam good governance menurut LAN mengandung dua 
pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi 
keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan 
kemampuan rakyat yang dalam pencapai tujuan (nasional) kemandirian, 
pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua aspek fungsional 
dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya 
untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 
Jika dilihat dari unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan, 
tampaknya sektor state menjadi sektor yang paling memegang peranan 
penting dalam mewujudkan good governance karena fungsi pengaturan 
yang memfasilitasi sektor dunia usaha dan masyarakat, serta fungsi 
administratif penyelenggaraan pemerintahan melekat pada sektor 
ini.peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan publiknya sangat penting 
dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga 
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. 
Oleh karena itu upaya-upaya perwujudan ke arah good givernance dapat 
dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggraan 
negara dan bersamaan dengan itu dilakukan upaya pembenahan 
penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terwujud good 
government. 
Sebagai perwujudan konkrit dari implementasi, ciri utama good 
governance di atas sebagai berikut: 
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1. Pemerintah administrasi publik diharapkan dapat berfungsi dengan 
baik dan tidak memboroskan uang rakyat yang terkumpul melalui 
sistem perpajakan. 
2. Pemerintah dapat menjalankan fungsinya berdasarkan norma-norma 
standar etika dan moralitas pemerintahan yang berkeadilan. 
3. Aparatur negara mampu mengormati legitimasi konvensi 
konstitusional yang mencerminkan kedaulatan rakyat (demokrasi). 
4. Pemerintah memiliki daya tanggap terhadap berbagai variasi yang 
berkembang dalam masyarakat, serta bersikap positif atas pertanyaan 




 Good governance sebagai bentuk pemerintahan yang 
mengidealkan hubungan antara government sector, private sector dan civil 
society dibangun diatas prinsip partisipasi, supremasi hukum, 
transparansi, kepedulian terhadap stakeholder, mengkedepankan 
konsensus, mengutamakan kesederajatan, menitikberatkan prinsip 
efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas pemerintahan dan visi yang strategis. 
Sehingga pada hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik 
adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk 
melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta 
menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat 
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mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan 
bersama. Sehingga pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang 
mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan 
yang dibuat secara politik, hukum maupun ekonomi dan diinformasikan 
secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk 
melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam prakteknya telah 
merugikan kepentingan rakyat, dengan demikian harus mampu 
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